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OIeh: Cornelis Djelfie Massie, SH.,MH

Abstract

The power of the President in the modern state practice interesting to do
the study because of frequent power beyond the authority of the president
practiced law (Rechts bevoegdheid) has. Though the legal authority possessed hy
the hesident in the practice of modem nations aim for the welfare of the
population, the country's security is assured, the existence of legal certainty, the
establishment of democracy, including freedom of the press as well as
intemational relations are smooth. Adminishative practices that occurred during
this system showed a trend setting state that more weight to the executive
(executive heavy).

Key word: The power of the Presideng modem state

Abstrak

Kekuasaan Presiden dalam prahik negara modern menarik untuk
dilakukan kajian karena sering kekuasaan presiden dipraktikkan melampui
kewenangan hukum (Rechts bevaegdheid) yang dimilikinya. Padahal kewenangan
hukum yang dimiliki oleh Presiden dalam praktik negara modem bertujuan untuk
mensejahterakan pendudul! keamanan negara yang terjamirq adanya kepastian
hukum, tegaknya demokrasi termasuk kebebasan pers serta hubungan
intemasional yang mulus. Praktik ketatanegaraan yang terjadi selama ini
menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke
Iembaga eksekutif (exe cative he qt y).

Kata kunci: Kekuasaan Presiden, Negara Modem

BAB L PENDAIIT]LUAI{
A- Latar belakang masalah

Beberapa negara modem
dengan pemerintahan sistem

I http://cradlepkn.wordpress.com/2009/05/3 0
/25-contoh-negara-si stem-pemeritahan-
presidensial/

rurulsaat pmmH DAL[trl
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presidensil sepertir Amerika Serikat,
Filiphina, lndonesi4 Argentina,

tu



Brazil, Rwanda Azerbaijaru Mesr,
Korea Selatan, Korea Utara China,

Taiwan, Rusia, Itali4 Jerman,

Perancis, Iraru Timor Lestg Mexico,
Cubq Republik Moldova,
Venezuela, Kolombia, Chile hak
Di negara-negara ini kekuasaan

eksekutif dilaksanakan oleh Presiden.

Kepala pemerintahan dipimpin oleh

seorang presiden sekaligus berfungsi

sebagai kepala negara. Kekuasaan

eksekutif dianglat berdasarkan

demokrasi rakyat yang diPilih
langsung melalui badan perwakilan

rakyat.
Kepala pemerintahan dari

negara-{egara tersebut tentu telah
ditetapkan batasan kewenangannya.
Namun posisi presiden sebagai

kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan tidak jelas batasan

wewenangnya dan telah
berkembang ke arah negatif beruPa

penyalahgunaan wewenang.

Kewenangan yang dimiliki oleh
presiden disebut hak-prerogatif, Hak
prerogatif dalam hal ini sebagai hak

luar biasa'. Oleh karena itu
diperlukan batas=batas kewenangan.

Di Indonesia kekuasaan
pemerinalan yang ada pada pnesiden

yang disebut dengan kekuasaan

eksekutif merupakan konsekuensi

dianutnya sistem Pemerintahan
presidensial oleh UUD 1945. Adanya
keinginan untuk memperbaiki sistem

ketatanegaraan Indonesia menuju
Indonesia yang lebih batlq telah

membawa bangsa lndonesia pada

keinginan untuk mengamandemen
LIUD 1945. Keinginan amandemen

telah terwujud setelatr jatuhnya rezim

' W.J.S. Poerwadarminta Kamus Umum
Bahasa Indonesia, Balai Pustake Jakart4
2003. Hal.9l0.
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orde baru pada bulan Mei 1998

dengan mereformasi konstitusi
melalui amandemen satu, kedua,

ketiga dan keempat uLrD 1945.

Walaupun ditengah reformasi
konstitusi itu dominasi legislatif
menuqiukkan kecenderungan
penyimpangan kekuasaan sebaliknya
melematrnya kekuasaan Presiden

sebagai temUaga eksekutif,3

B. Rumusgn Masaleh
Sehubungan dengan latar belakang di
atas, topik "Kekuasaan Presiden

Dalam Praktik Negara Modem"
diharapkan dapat menjawab dua

permasalahan yang akan dikrf i :
l. Bagaimana batasan kekuasaan

Presiden dalam praktik negara

modem ?

2. Apakah kekuasaan hak

prerogatif yang dimiliki Presiden

merupakan standard acuan ideal

yang dipraktikkan
universal ?

C. MetodePenelitian
Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian hukum ini adalah

metode ywidis normative. Tekniks
pengumpulan datz dan analisis

dilal$kan melalui studi kepustkaan

(library research) dengan

pendekatan perundang-undangan
(statute approoch). Sumber
penelitian hukum4 untuk Penulisan
ini terbagi atas bahan hukum Ppmer,
bahan hukum sekunder, bahan non

hukums. Bahan hukum primer Yaitu
peraturan ' perundang-undangan,

berupa Undang-undang dan

peraturan perundang-undangan Yang

'http://eprints.undip.ac.id/ I 79 60 I I I I azim Jly
as.pdf
fuaouti Peter Mahmu42007, Penelitian
Ilukum,cetakan ketiga"Kencana"Jakarta
hal-141
t lbid,hal. 144-t4o
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terkait dengan kekuasaan presiden.
Bahan sekunder yaitu buku teks (text
books) karya para ahli hukum
akademisi atau praktisi, Jumal-jumal
hukum (termasuk yang online),6
artikel-artikel, kamus hukum dan
bahan tulisan lainnya yang berkaitan
dengan penelitian. Bahan yang
terkumpul kemudian diolah secara
deduktifi, yaitu ketentuan - ketentuan
umum diuraikan secara bebas,
kemudian hasilnya dianalisis secarir
kualitatif.

BAB tr
KERANGKA TEORETIS
KEKUASAAN PRESIDEN
DAN PRAKTIK I\IEGARA

MODERN

A. Kekuasaan Presiden
Menurut Max Webe/

kekuasaan itu dapat diartikan sebagai
suatu kemungkinan yang membuat
seorang aktor didalam suatu
hubungan sosial berada dalam suatu
jabatan untuk melaksanakan
keinginannya sendiri dan yang
menghilangkan halangan. Walter
Nord merumuskan kekuasaan itu
sebagai suatu kemampuan ,unfuk

mencapai suatu tujuan yang berbeda
secara jelas dari tujuan lainnya.
Kekuasaan adalah kemampuan
seseorang atau kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang
atau kelompok lain sesuai dengan
keinginan dari pelakut. Kekuasaan
merupakan kemampuan
mempengaruhi pihak lain untuk

t tuio, trat. tss
Thttp://saurisofian.blogspot 

com/ 20 I 0 / O I / pe
negerti an-kekuasaan-menurut-para-ahl i Jrtm It Mirir- Budiardjq2002 di dalam
http://sauri sofyan.blogspot.co ml 20 I 0 /0 I I pen
egertian-kekuasaan-menurut-para-ahli.html

berpikir dan berperilaku
dengan kehendak
mempengaruhi. Beberapa tori
kekuasaane dapat disebutkan, seperti
teori kekuasaan Tuhan, teori politik
hukum yang mengutarakan kegiatan-
kegiatan penguasa yang harus
berdasarkan hukum yang disebut
Rule of Law, teori kekuasaan negara
teori kekuasaan rakyat.
Menurut teori Trias politica roatau

teori mengenai pemisahan kekuasaan
pada sebuah pemerintahan yang
berdaulat tidak daqt diserahkan
kepada orang yang sama dan harus
dipisahkan menjadi dua atau lebih
kesatuan kuat yang bebas untuk
mencegah penyalahgunaan
kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
Dengan demikian diharapkan hak-
hak asasi warga negara dapat lebih
terjamin. Konsep tersebut untuk
pertama kali dikemukakan oleh John
Locke (1632-1704) dan Montesquieu
(1689-1755).

Filsuf Inggrs John Locke
mengemukakan konsep tersebut
dalam bukunya Two Treatises on
Civil Government (1690), yang
ditulisnya sebagai kritik terhadap
kekuasaan absolut raja-raja Stuart di
Inggris serta untuk membenarkan
Revolusi Gemilang tahw 1688 (Ilrc
Glorious Revolution of 1688) yang
telah dimenangkan oleh Parlemen
Inggns. Menurut Locke, kekuasaan
negara harus dibagi dalam tiga
kekuasaan yang terpisah satu sama

ehup://anokj 
ang.multiply.com/recipes/item/4

?&show_interstitial=l&ua/oZFrecipeso/o2Fit
em

/2009/0 I /konsep-dan-teori-trias
politicahtml

sesual
yang
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lain; kehtasaan legislud yang

membuat peraturan dan Undang-
Undang; kekuasaan elaekutif Yang
melaksanakan Undang-Undang dan

di dalamnya termasuk kekuasaan

mengadili; dan kehnsaon federuif
yang meliputi segala tindakan untuk
menjaga keamanan negara dalam

hubungan dengan negara lain
(dewasa ini disebut hubungan luar
negeri). Selanjutnya pada 1748,
seorang pemikir politik Perancis

bernama Charles-Louis de Secondat,

Baron de La Brede et de

Montesquieu (18 Januari 1689 - l0
Pebruari 1755), atau lebih dikenal
dengan Montesquieur, yang hidup
pada Era
(Enlightentnent')

Pencerahan
kemudian

mengembangkan konsep Locke
tersebut lebih jauh dalam bukunya
L'Esprit des Lois (ru SPirit of
Low,s), yang ditulisnya setelah dia
melihat sifat despotis (sewenang-

wenang) dari raja-raja Bourbon di
Prancis. Dia ingin menyusun suatu

sistem pemerintahan dimana warga
negaranya akan merasa lebih
terjamin hak-haknya Dalam
uraiannya, Montesquiiull membagi

kekuasaan dalam pemerintahan

menjadi tiga cabang yang
menurutnya haruslah terPisah satu

sama lain; kekuasaan legislatif
(kekuasaan untuk membuat Undang-
Undang), kekuasaan eksekutif
(kekuasaan untuk melaksanakan

Undang-Undang, tetapi oleh
Montesquieu diutamakan tindakan di
bidang politik luar negeri), dan

kekuasaan yudikatif (kekuasaan

mengadili atas pelanggaran Undang-
Undang). Hal ini adalah untuk

t' http://rr**.anneahiracom/teori-
kekuasaan-negara.htn

mewujudkan tiga jenis lernbaga

negara yang saling lePas

(independen) dan berada dalam
peringkat yang sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga
jenis lembaga negara ini diperlukan
agar ketiga lembaga negara ini bisa

saling mengawasi dan saling

mengontrol berdasarkan PrinsiP
cluck and balarre. Teori ini
kemudian di kembanglran oleh C.F
Strong dalam bukunya Modern
Political Constitution. Ide pemisahan

kekuasaan tersebut, menurut

Montesquieu dimaksudkan untuk
memelihara kebebasan politilq yang

tidak akan terwujud kecuali bila
terdapat keamanan masyarakat dalam

negeri. Montesquieu menekankan

bahwa satu orang/lembaga akan

cenderung untuk mendominasi
kekuasaan dan merusak keamanan

masyarakat tersebut bila kekuasaan

terpusat padanya. Oleh karenanYa,

dia berpendapat bahwa agar

p€musatan kekuasaan tidak te{adi,
haruslah ada pemisalran kekuasaan
yang akan mencegah adanYa

dominasi satu kekuasaan terhadaP

kekuasaan lainnya. (Montesquieu,

TIu Spirit of Lau,s, edited by David
Wallacea Carrithers, University af
Califurnia Press, 1977).

Montesquieu juga menekankan

bahwa kehebasan akan kehilangan
malaranya, tatkala kekfiasaan

eksekutif dan legislatif terpusat pada

satu orang atau satu badan Yang
menetapkan Undang-Undang dan

menjalankannya sec:tra sewenang-

wenang. Demikian pula, kebebasan

akan tak bermakna lagi bila
pemegang kekuasaan menghimPun

kedua kekuasaan tersebut dengan

kekuasaan yudikatif. Seperti yang

dikemukakan oleh Montesquieu,

I
I

I
I.!il
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akan merupakan malapetaka bila satu
orang atau badan memegang
sekaligus ketiga kekuasaan tersebut
dalam suafu masyarakat.
(Montesquieu, ibidem).
B. HakPrerogatif

Menurul Blackl2 prerogative
sebagai '. "an exclusive or peculiar
right or privilege. The qtecial power,
privilege, immunity, right or
advantage vested in dn offtcial
person, eitlwr generally, or in
respect to tlrc things of his offrce, or
in on aficial body, as a caurt ar
legislature" Hak prenrgatif
diartikan sebagai hak eksklusif atau
hak istimewa yang kuat dan khusus
mengandung kekebalan, berupa hak
atau keuntungan yang diberikan pada
orang yang resmi, baik secara umum,
atau sehubungan dengan
pekerjaannya di suatu badan resmi.
Kata Prerogatif t3berasal dari
bahasa latin praerogativa ( dipilih
sebagai yang paling dahulu memberi
suara), praerogativus (diminta
sebagai yang pertama memberi
suara), praerogare ( diminta
sebelum meminta yang lain).
Dalam prakteknya kekuasaan
Presiden sebagai kepala negara
sering disebut dengan istilah *hak

prerogatif Presiden" dan diartikan
sebagai kekuasaan mutlak Presiden
yang tidak dapat diganggu oleh pihak
lain. Dengan demikian secara
teoritis, hak prerogatif diterjemahkan

12 Henry Campbell Blaclq M.A, Black's Law
Dictionary, St.Paul Minn West Publishing
Co,1979- Hal.106,t

13 L Oktobe r 2017,pk10.34
http://ayilmgalah.wordpress.com/
20LL / A9 / 19lhak-prerogatif-
presiden- negara-bukan-saya- 1/

sebagai hak istimewa yang dimiliki
oleh lembaga-lembaga tertentu yang
bersifat mandiri dan mutlak dalam
arti tidak dapat digugat oleh lembaga
negara yang lain.
C. Kekuasaan Presiden dan

Negara Modern
Dalam sistem pemerintahan

negara-negara modenl hak ini
dimiliki oleh kepala negara baik raja
ataupun presiden dan kepala
pemerintahan dalam bidang-bidang
tertentu yang dinyatakan dalam
konstitusi. Hak ini juga dipadankan
dengan kewenangan penuh yan9
diberikan oleh konstitusi kepada
lembaga eksekutif dalam ruang
lingkup kekuasaan pemerintahannya
(terutama bagi sistem yang menganut
pemisahan kekuasaan secara tegas,

seperti Amerika Serikat), seperti
membuat kebijakan-kebijakan politik
dan ekonomi. Istilah modern lo disini
sudah begitu meluas di seluruh
dunia. Sebutan dan ejaan "modem"
secara umum diakui berasal dari
bahasa Inggns. Untuk Eropa sendiri,
pengertian modern diungkapkan
dengan kata yang mirip seperti
Spanyol (modemo/moderna), Prancis
(modeme), Jerman/Belanda
(modern). Orang Inggrrs adalah
bangsa Eropa yang paling kesohor
menyebarkan pengaruh ke berbagai
wilayah seberang lautan (overseo,s).

Maka tak heran bila kata "modern"
telah menjadi istilah asing yang ikut
memperkaya "perbendaharaan kata"
bahasa nasional di berbagai bangsa.
Fakta ini diperkuat dengan
meluasnya bahasa Inggris pada

negara-negara bekas jajahan Inggris

I ttp://accentesensi.wordpress.com/200 8/06
109/mod.erll./ Minggu,2 Oktober201 l,
pkl1.09

t5l
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di seluruh dunia. Sesudah merdeka,

negara-negara tersebut' kemudian
tergabung dalam Persemakmuran
(Commonoealth). Bagi generasi

terdatrulq pengertian modern

dimaksudkan sebagai sesuatu Yang
lebih maju. Atau yang menunjukkan
adanya perubahan dari sesuatu Yang
lama menjadi yang baru. Sebagai

lawannya dikaakan "masih
terbelakang", atau agar lebih etis

maka disebut "sedang berkembang".
Adapun tolok ukur dariPada

modem itu sendiri masih simPang

siur. Dasar penilaiannya sangat

tergantung kepada siapa dan seperti

apa pengetahuan/pengalaman Yang
bersangkutan serta kapan

berlangsungnya. Pada suatu saat

modern akan menjadi usang, Yaitu
ketika muncul sesuatu yang lebih
baru lagi. Proses merubah dari

sesuatu yang lama menjadi modem
dinamakan modernisasi. Dalam
sejarahnya, modemisasi hanYa bisa
dilahrkan oleh manusia yang sudah

berfikiran maju dan berkemamPuan

di atas rata-rata manusia lainnya..

Contoh modemisasi negara Yang
berhasil antara lain JePang,

Singapurq pubai dan lain-lain. Di
bawah kekuasaan seorang kaisar
yang sangat berpengaruh dan tradisi
yang kuat, Komodor Perr)' dari
Amerika Serikat telah merubah

Jepang menjadi sebuah negara

modern hingga sekarang. lre Kuan
Yew telah berhasil membangun

Singapura menjadi negara Pulau
yang modern. Dubai telah disulap
menjadi sebuah kesultanan yang

modern. Ciri-ciri negara modem
diantaranya adalatr kesejahteraan
penduduk dan keamanan negara Yang
terjamuu adanya kepastian hukum,
tegaknya demolaasi termasuk

kebebasan pers serta hubungan

intemasional yang mulus. Kalaupun
terdapat masalah di bidang politik
atau ekonomi adalah dianggap wajar,
namun tidak serius dalam masalah

bangsa. Ciri orang modem terlihat
dari sikapnya sePerti suka

keterbukaan, cara berpikir praktis,

ossertive, tidak berbelit dalam

ucapan dan tindalcan. Oleh karena itu
untuk dapat membangun sebuah

negara modern selain memenuhi
syarat minim seperti tersebut di atas'

kiranya diperlukan PemimPin Yang
berpandangan luas dan memiliki pola

pikir modern pula.
Dalam Wiki.answers.com,

disebutkan bahwa negara modem
adalah negara yang terbentuk dengan

batas-batas geografis yang jelas yang

diakui oleh negara-negara lainnya,
serta memiliki badan-badan hukum

dan lembaga=lembaga pemerintahan,

penduduk yang setia Negara

memberikan perlindungan, hak dan

kewajiban, keadilaru memfasilitasi
perdagangan luar negeri dan dalam

negeri. Tujuan negara modem

adalah menciptakan hak-hak dan

kewajiban masyarakat melalui
pembentukan pemimpin, Pengadilan
serta penegak hukum lainnYa.

Batasan negara modem tersebut

sebagaimana dikemukakan dalam

wiki.answers.com, 
t' 

sebagai berikut:
The modern state ,s

arnrganized tenitory with definite
geagraphical baundaries that ate
recognized by other states. It hos a
body of law and institutions of
government. The madern natian stote

is dependent on the loYaltY of
citizens. The state offers protection,

"http://wiki.answers.com/ONhat is
a-modern-state#ixzz I ZcMqON8s

t6l
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order, justice, foreign trade, and
facilitatians of inner state trode in
exchange for this loyolty. The goal of
the modern state is to maintain order
and happiness of it's citizens is only
reached by establishing fficials,
coufis of law ond laws to abide by,
soldiers ta pratect the state, and
rystems of moneyfor trode.
Tujuan negara modern terkandung
maksud penegakan prinsip prinsip
rule of law sebagai perwujudan dari
ciri-ciri negara modern.

Kepala negara dalam negara-
negara modern adalah salah satu
supra struktur politik yang memiliki
kewenangan tertinggi dalam
penyelenggaraan kehidupan
kenegaraan. Dalam perkembangan
konsep-konsep kenegaraan modem,
fungsi dan kewenangan presiden
dalam negara tergantung dari sistem
pemerintahan yang dianut oleh
negara itu. Fungsi-fungsi dan
kewenangan-kewenangan utama dari
presiden serta mekanisme
pelaksanaannya berbeda-beda antara
masing-masing negar4 tergantung
dari konsensus politik dari negara-
negara tersebut.l6. Negara demokrasi
modern dapat dijalankan dengan
berbagai sistem pemerintahan. Dua
model sistem pemerintahan yang
utama adalah sistem pemerintahan
parlementer dan presidensil. Kedua
sistem itu di banyak negara
kemudian mengalami banyak
penyesuaian dengan keadaan dan
dinamika sosial, politi( budaya dan

contentluploads/ I 999 / l2lbab 2.htnil.
Minggq 2 Oktober 2011

ekonomi masing-masing negara
tersebut sehingga tidak ada lagi
negara yang dapat dikatakan
merupakan penjelmaan dari kedua
sistem tersebut secara murni. Hal
ini menunjukkan bahwa kedudukan
presiderq sebagaimana adanya
kedudukan-kedudukan lain dalam
negarq adalah didasarkan parJm.

adanya fungsi-fungsi dan
kewenangan=kewenangan tertenfu
yang diberikan kepadanya untuk
dilaksanakan.

Perbedaan utama di antara
kedua sistem pemerintahan
parlementer dan presidensil. adalah:
l. Dalam pemerintahan

parlementer, kepala
pemerintahan, yang biasa dijabat
oleh perdana menteri, presiden
atau yang lainny4 bergantung
pada mosi atau kepercayaan
badan legislatif dan dapat turun
dari jabatan melalui mosi tak
percaya dari legislatif. Dalam
pemerintahan presidensial,
kepala pemerintahan hampir
selalu disebut presiden dan
dipilih untuk masa jabatan yang
ditentukan oleh UUD. Dalam
keadaan normal, kepala
pemerintahan dalam sistem
presidensial tidak dapat dipaksa
untuk mengundurkan diri oleh
badan legislatif (meskipun
terdapat kemungkinan untuk
memecat seorang presiden
dengan proses pendakwaan luar
biasa).
Kepala pemerintah presidensial
dipilih oleh rakyaf baik secara
langsung atau melalui badan
pemilihan, dan perdana menteri
dipilih oleh badan legislatif.
Sistem parlementer memiliki
pemerintah/eksekutif kotektif

2.

3.
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atau kolegial sedangkan sistem
presidensial memiliki eksekutif
nonkolegial (satu orang). Posisi
perdana menteri dalam kabinet
bisa berubatr-ubah, yaitu lebih
tinggi hingga sama dengan
menteri-menteri lain, tapi selalu
ada tingkat kolegialitas yang
relatif tinggr dalam pembuatan
keputusan. Sebaliknya, para
anggota kabinet presidensial

hanya merupakan penasehat dan
bawahan presiden.

4. Dalam sistem presidensil,
presiden adalah kepala
pemerintahan dan kepala negara,
ia juga tidak dapat sekaligus
menjadi anggota badan legislatif.
Sementara dalam sistem
parlementer perdana menteri
hanya merupakan kepala
pemerintahan saja dan biasanya
ia dan anggota=anggota
kabinetnya merupakan anggota
legislatif.

Perbedaan-perbedaan yang
dikemukakan di atas tentunya tidak
merupakan kriteria-kiteria yang
pasti berlaku dalam negara-negara
yang menganut masing-masing
sistem. Kdteria-kriteria pokok
tersebut'terutama berlaku tanpa
pengecualian bagi negara Amerika
Serikat dan Inggrrs yang masing-
masing memberlakukan sistem
presidensial dan sistem parlementer.
Sebagian negara-negara modem
bahkan menggunakan sistem-sistem
utama tersebut dengan berbagai
modifikasi dan variasi. Hal ini
dikarenakan kedua sistem tersebut
memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing
selain itu keduanya tidak serta merta
dapat diadopsi utuh tanpa
mempertimbangkan sistem politilg

ekonomi dan sosial-budaya masing-
masing negara. Kelebihan dan
kekurangan utama dalam setiap tipe
pemerintahan dengan kriteria-kriteria
pokok di atas adalah bahwa sistem
presidensial memiliki kelebihan
dalam stabilitas eksekutit, demokrasi
yang lebih besar dan pemerintah
yang lebih terbatas, sedangkan
kekurangannya adalah dalam
kemandegan (deadJock) eksekutiG
legislatif, kekakuan temporal dan
pemerintahan yang kurang inklusif.
Sistem parlementer memiliki
konsekuensi sebalikny4 kelebihan
presidensil adalah kekurangan
parlementer dan kekurangan
presidensil adalah kelebihan
parlementer.

BAB IU.
KEKUASAAI\I PRESIDEN

DALAM PRAKTIKI{EGARA
MODERN

,d Kekuasaan Presiden dan
Pembatasannya dalam Praktik
Negara
Dalam prakteknya kekuasaan

Presiden sebagai kepala negara
melekat sebuah hak yang disebut
*hak prerogatif Presiden". Hak
prerogatif ini diartikan sebagai
kekuasaan mutlak Presiden yang
tidak dapat diganggu oleh pihak lain.
Hak prerogatif diterjertlatrkan
sebagai hak istimewa yang dimiliki
oleh lembaga-lembaga tertentu yang
bersifat mandiri dan mutlak dalam
arti tidak dapat digugat oleh lembaga
negara yang lain. 17 Dalam sistem
pemerintahan negara-negara modern,
hak ini dimiliki oleh kepala negara

! Thttp://www.scribdcom/dod45 I I 7 168/HA
K.PREROGATIF
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baik raja ataupun presiden dan
kepala pemerintahan dalam bidang-
bidang tertentu yang dinyatakan
dalam konstitusi. Hak ini juga
dipadankan dengan kewenangan
penuh yang diberikan oleh konstitusi
kepada lembaga eksekutif dalam
ruang lingkup kekuasaan
pemerintahannya (terutama bagi
sisGm yang menganut pemisahan
kekuasaan secara tegag seperti
Amerika Serikat), seperti membuat
kebijakan-kebijakan politik dan
ekonomi. Sistem pemerintahan
negara-negara modern berusaha
menempatkan segala model
kekuasaan dalam kerangka
pertanggungiawaban publik. Dengan
demikian, kekuasaan yang tidak
dapat dikontrol, digugat dan
dipertanggungjawabkan, dalam
prakteknya sulit mendapat tempat.
Dalam praktek ketatanegaraan
negara-negara modern,
hakprerogatif tidak lagr bersifat
mutlak dan mandiri, kecuali dalam
hal pengambilan kebijakan dalam
rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

Hak Imunitas Presiden
Hukum juga memberikan hak

imunitasrt tertentu baik dalam
bidang acara perdata bahkan se@ra
terbatas juga dalam bidang acara
pidanq sejauh tindakan dari pihak
ekekutif tersebut dilakukan dalam
ruang lingkup kerjanya selaku pihak
eksekutif. Hak imunitas kepada
presiden atau eksekutif ini diberikan
dengan rasional utama adalah agar
presiden mempunyai kewenangan
yang lt'as dan seringkali

tt Munir Fuady, Teori Negara Hukum
Modern (Rechtstaat), Refi ka Aditam4
Bandung 2009,169-175

kontroversial, sehingga sangat rentan
terhadap gugatan perdata atau
tuduhan pidana. Jika hak imunitas ini
tidak diberikan, maka presiden akan
sangat disibuki untuk melayani
perkara-perkara perdata ataupun
pidana di pengadilan yang ditujukan
kepadanya termasuk diqiukan oleh
lawan-lawan politiknya. Selain dari
pada itrr pemberian imunitas kepada
pihak eksekutif juga berkaitan
dengan eksistensi dari tata hukum
k*pa pemakzulan (impeachment)
manakala pihak eksekutif tersebut
telah melakukan tindakan salah atau
pidana berat. Artiny4 hukuman
berupa impeachuent dipandang
sudah cukup berat baginya selaku
presiden di sebuah negara, sehingga
tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan pe4iatuhan
hukuman-hukuman selanjutnya. Di
samping hak imunias dari presiden
selaku kepala negara/kepala
pemerintahan, terdapat juga hak
derivatif dari hak imunitas presiden
tersebut. Yang dimaksud dengan hak
derivatif dalam hal ini adalah hak
imunitas tertentu, yang lehih terbatag
yang diberikan kepada para bawahan
dari presiden, seperti kepada wakil
presiden atau kepada Wa menteri-
menterinya Pemberian hak imunias
terhadap pihak eksekutif ini
dilakukan hanya dalam batas-batas
tertentu saja karena bilamana
pemberian hak imunitas ini terlalu
besar diberikan, maka hal tersebut
akan bertentangan dengan sistem
negara hukum, yakni menempatkan
presiden atau pihak eksekutif di atas
hukum (above tlu law).
Hak Kerahasiaan dari Pihak
Eksekutif

Selain dari hak imunitas dari
pihak eksekutif, yang menyebabkan
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pihak eksekutif tidak dapat di proses

perdata dutlatau pidanq terdaPat
juga hak kerahasiaan Qrivelege\ dari
pihak eksekutifl sehingga presiden

beserta bawahannya s@ara te$atas
dapat meratrasiakan percakapan

ataupun dokumendokumen yang

menyangkut dengan pelaksanaan

tugasnya selaku kepala negara atau

kepala pemerintahan. Bahkan
pengadilan tidak dapat memaksanya
untuk membuka rahasia, yang

sebenarnya tergolong ke dalam
rahasia negara tersebut. Misalny4
dalam bidang yang berkenaan
dengan tugas presiden, hak privelege

sangat kuat dalam bidang-bidang
yang berkenaan dengan kebijalcan,

atau rahasia negara, atau hal-hal yang
sensitif lainnya- Karena itu, hak atas

kerahasiaan Qtrevilege) ini berlaku
terhadap tindakan ekselnrtif yang

berkenaan dengan hubungan

diplomatik dengan negara laitu
masalah militer dan pertatranan

negara, dan hal-hal yang sensitif
lainnya. Sebenarnya rahasia jabatan

ini terdapat di semua jabatan, baik
jabatan profesional, pemerintahan

maupun swasta. Dalam bidang
pemerintahan disebut dengan rahasia

negara &tam bidang profesional
disebut dengar rahasia profesi, dan
dalam bidang perusahaan disebut

dengan rahasia perusahaan.

Meskipun begitu, terdapat

kecenderungan dan tuntutan untuk
semakin membuka rahasia-rahasia
seperti ttu, khususnya yang
menyangkut dengan kepentingan
publilq antara lain karena desakan

oleh teori good governance.

Misalny4 ketika Presiden Amerika
Serikat Richard Nixon hendak di
makzulkan (impeaclunent), Nixon
bersikukuh untuk tidak menyerahkan

dokumendokumen tert€ntu

meskipun dimintakan oleh Yang
benrajib dalam hal ini Grand jurY
(melalui proses sub poeru). Dalam
hal ini sub poena dtrces tecum, dalam

kasus US v. Nixon (tahun '1974),
terkenal dengan kasus "I€kaman
Watergate" (Watergote fape). Nr:arrr

tetapi dalam kasus temebut, aktrimya
Mahkamah Agung USA menYatakan

bahwa hak privilege dari eksekutif
dalam hal ini tidak berlaku. Jadi, di
zaman yang modern ini, pelaksanaan

sistem pernerintahan tidak bisa

dirancang atau dilaksanakan di
tempat yang pintunya tertutup. Hak
keralrasiaan (privilege) dari
pemerintah bertolakbelakang dari
hak warga masyarakat untuk

"mendapat informasi" tertradap apa-

apa yang dilakukan oleh pemerintah,

sesuai prinsip "transqreronql" dan

prinsip alarntabilitas publik dalam

doktrin tatakelola pemerintahan yang

bak. (good governonce). TerhadaP

kedua kepentingan tersebut harus

dapat dikompromi atau dibuat batas-

batas yang jelas oleh sektor hukum.
Yakni mana di antara policy dan
kegiatan pemerintah yang harus

dibuka kepada masyarakat, mana
yang boleh t€tapi tidak mesti dibuka,

dan mana yang tidak dapat dibuka
sama sekali. Seringkali sektor hukum
harus bertarung agar daPat

memberikan rambu-rambu ?uridis
terhadap hak kerahasiaan negara ini,
pertarungan mana sangat jelas

kelihatannya dalam variabel-variabel
seperti:
l. Sejauhmana akses-masyaraka!

termasuk pos, harus dibuka
dalam bidang pembatrasan dari
berbagai lembaga pemerintalL

seperti dalam forum-forum
publik, rapat terbuka dari
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lembaga pemerintah, dan
sebagainya. Akses warga
masyaraka! termasuk p€6,
terhadap dokumen publik yang
berkenaan dengan masalah-
masalah masyaraka! yang
disimpan ditempat-tempat
tertentu.

2. Akses warga masyaraka!
termasuk pers, terhadap tempat-
tempat penyelenggara urusan
pemerintah lainnya, seperti di
rumah sakit, rumah penjar4
sekolah negeri, pengadilan, dan
lain-lain. salah satu kriteria
yuridis terhadap masalah mana
di antara informasi pemerintah
yang boleh dibuka untuk umum
dan mana yang tidak boleh
dibuka @rivilege).

Teori hukum tata negara secara
universal biasanya mengacu kepada
Undang-undang di USA tentang
kebebasan informasi (freedom of
informotion act) tahun 1967. Dalam
hal ini, kepada warga masyarakat
(termasuk pers) harus dibuka setiap
informasi dari lembaga-lembaga
pemerintah yang resmi, dengan
kekecualian sebagai berikut:
a. Rahasia dalam hubungan dengan

pertahanan dan ketahanan
nasional.

b. Rahasia dalam hubungan dengan
kebijakan Iuar negeri.

c. Rahasia dalam hubungan dengan
personil dan praktik internal
suatu badan pemerintah.

d. Rahasia komersil, keuangan dan
perdagangan yang secara khusus
harus dirahasiakan.

e. Catatan atau koresponden dalam
badan-badan pemerintah atau
antar badan-badan pemerintah
yang secara khusus ditentukan
undang-undang untuk tidak

boleh dibuka untuk umum,
kecuali dalam proses berperkara
di pengadilan.

f, Catatan-catatan yang bersifat
pribadi, seperti tentang
kesehatan (misalnya rekam
medis), di mana kalau dibuka
untuk umum akan bertentangan
dengan hak priv acy seseorang.

g. Materi yang berkenaan dengan
perbankan dan lembaga
keuangan.

h. lnformasi yang berkenaan
dengan data dan analisis tentang
geologi, geofisik, peta-peta yang
berhubungan dengan sumur
minyak dan kekayaan alam
lainnya.

i. [nformasi atau arsip yang
berkenaan dengan penegakan
hukum yang dimiliki oleh para
penegak hukum di mana jika
dibuka akan mengganggu proses
penegakan hukum.

j. Rahasia lainnya yang secara
khusus ditentukan untuk tidak
dibuka untuk umum sesuai
peraturan yang berlaku.

IIak Prerogatif dari Presiden
Sebagai seorang kepala

pemerintahan, pada seorang presiden
melekat hak-hak tertenht, yang
disebut dengan hak prerogatil yang
merupakan hak istimewa dari pihak
eksekutif tanpa perlu persetujuan dari
pihak lain mana puf,, untuk
menjalankan kegiatan tertentu atau
memberikan atau tidak memberikan
persetujuan tertentu semata-mata jika
menurut pertimbangannya sendiri
dianggap tepat untuk dilakukarL
dengan atau tanpa rekomendasi dari
pihak lain. Contoh dari hak
prerogatif dari presiden menurut
sistem konstitusi lndonesia adalah
sebagai berikut:
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l. Kewenangan presiden untuk
memberikan grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi.

2. Kewenangan presiden untuk
mengangkat dan
memberhentikan duta besar dan
konsul lndonesia di negara lain.

3. Kewenangan presiden untuk
menerima aJau menolak duta
besar atau konsul dari negara
lain.

4. Kewenangan presiden untuk
menyatakan negara dalam
keadaan bahaya atau keadaan
darurat.

5. Kewenangan presiden untuk
memberikan gelar dan tanda
jasa-

6. Kewenangan presiden untuk
membentuk dewan
pertimbangan presiden.

Seringkali hak prerogatif ini
dipakai oleh presiden untuk sekedar
melepaskan diri dari belenggu
pengawz$an terhadapnya oleh
lembaga-lembaga negara yang lain
dalam sistem pembatasan kekuasaan
eksekutif berdasarkan prinsipprinsip
demokrasi dan prinsip clucks and
balances. Misalnya apa yang
berulang kali terjadi dalam praktik
ketataneg?raan di negara Amerika
Serikat, antara lain sebagai berikut:
u Presiden Reagen, George Bush

(senior), dan Clinton, berulang
kali digugat ke pengadilan untuk
mendesak agar mereka manarik
mundur pasukan Amerika
Serikat dari daerah bahay4
tetapi pengadilan di USA akan
menolak untuk
mempertimbangkanny4 kecuali
jika permintaan atau gugatan
tersebut diajukan oleh Kongres
sebagai lembag4 bukan oleh
beberapa anggota Kongres saja.

b. Presiden George Washington
mengumumkan netralitasnya
dalam konflik Inggris dengan
Perancis pada tahun 1790-ur,
meskipun kewenangan seperti
itu tidak ada ketentuannya dalam
konstitusi USA.

c. Presiden Abratram Lincoln
sangat banyak menggunakan
kewenangan/ hak prerogatiftya
dalam rangka menghadapi
keadaan perang saudara di USA.

d. Presiden Franklin D Rosevelt
juga merupakan hesiden USA
yang banyak menggunakan
kewenangan prerogatif dalart
rangka menghadapi Perang
Dunia II, misalnya membuat
kesepakaan dengan Inggris
dalam hal penukaran kapal-kapal
perusak yang sudah lama bagi
pangkalan angkutan laut. Dalam
hal ini" hak prerogatif digunakan
atas dasar kewenangan unfuk
meraksanakan kesepalcatan

antara pemerintah secara

internasional. Tidak dibuat
daram bentuk traktaq karena
menurut sistem hukum di USA"
pembuatan atau ikut dalam suatu
haktat internasional harus
dengan persetujuan minimal 2/3
dari anggota Senat dalam
Parlemen mercka. Karena itq
dalam hubungan dengan hak
prerogatif dari seorang pr8siden,

terdapat wilayah-wilayah
kewenangan pemerintah yang
berbagai macam ragam yaitu
sebagai berikut:

l) Kewenangan yang dengan tegas

diberikan kepada pihak eksekutif
atau presiden. Ini yang disebut
dengan hak prerogatif dari
presiden
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2) Kewenangan yang dengan tegas
diberikan kepada pihak lain,
seperti legislatif atau yudisial.

3) Kewenangan yang dengan tegas
diberilon kepada pihak
eksekutif, tetapi
kewenangan pemerintah da€rah.

4) Kewenangan yang dengan tegas
diberikan bersama-sama kepada
beberapa pihalq sep€rti kepada
antara pihak eksekutit, dan atau
eksekutif, dan atau yudisial.

5) Kewenangan yang tidak tegas
diatur tetapi ada penafsiran
implisit Terhadap hal-hal yang
tidak diatur atau tidak tegas
diatur daram konstitusi, maka
siapa yang berwenang
menyerenggara kekuasaan
terhadap hal-hal tersebut harus
ditafsirkan sesuai teori umum
ketatanegaraan bahwa jil<a
menyangkut dengan kekuasaan
pembuatan undang-undang
merupakan kekuasaan legislatif,
jika menyangkut dengan bidang
penyelenggara atau pelaksanaan

undang_undang menrpakan
kewenangan badan eksekutif,
sedangkan jika menyangkut
dengan bidang mengacliri,
tergorong ke daram kekuasaan
badan pengadilan.Inilah inti dari
dokrin kewenangan implisig
(imp I ie d p ow er do ctr iru).

6) Kewenangan yang tidak dengan
tegas diberikan kepada pihak
mana pun secara eksplisit
maupun secara implisit
sehingga diperlukan penafsiran-
penafsiran sesuai kaidah hukum
antar wewenang untuk
mengetahui terhadap wilayah
tersebut sebenarnya menjadi
kewenangan siapa. Khusus
untuk kewenangan yang tidak

dengan tegas diberikan kepada
pihak manapur/ manakala
menurut tafsiran hukurm antar
wewenang; kewenangan tersebut
meqiadi milik pihak eksekutif,
mesti ditafsirkan lagi apakah
mer$adi kewenangan pemerinah
pusat ataupun kewenangan
pemerintah daerah. Kriteria
utarna yang berlaku adalalt
dengan melihat kepada bentuk
pemerintaharl apakah bentuk
pemerintahan negara kesatuan
ataupun bentuk negara federal.
Bagi bentuk negam kesatuarU
sesuai doktrin pemerintahan
sentalisasi, manakala undang-
undang tidak dengan tegas
memberikan
kepada pemerintah daeralu maka

tersebut menjadi
milik pemerintah pusaq
Sebaliknya bagi negara dengan
bentuk pemerintahan federasi,
berlaku sistem pemerintah pusat
yang terperinci (erumerated
powers), artinya jika terhadap
suatu bidang yang oleh undang-
undang tidak dengan tegas
secara diperinci disebutkan
menjadi kewenangan pemerintah
pusat maka kewenangan dalam
bidang itu menjadi kewenangan
pemerintah daerah sebagai
pemilik kewenangan tersisa
(residud powel) sesuai teori
residu.
{.JuD 1945 maupun peraturan

perundang-undangan di Indonesia
yang mengatur tentang
ketatanegaraan tidak pernah
menyatakan istilah hak prerogatif
Presiden. Namun dalam prakteknya,
selama orde bartr, hak ini dilakukan
secara rryat4 misalnya dalam hal
pengangkatan menteri-menteri
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departemen. Hak ini juga dipadankan

terutama dalam istilatr Presiden

sebagai kepala negara Yang sering

dinyatakan dalam Pengangkatan
pejabat negara- Dalam hal ini
Padmo Wahjono menYatakan

pendapatuya yang akhirnYa

memberikan kesimpulan batrwa hak
prerogatif yang selama ini disalatr

pahami adalah hak adminisratif
Pnesiden yang meruPakan

pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dan tidak berarti lepas dari

kontrol lembaga negara lain.
Bentuk dan Pembatasan kekuasaan

Presiden
Bentuk kekuasaan Presiden di
Indonesia dapat dikelomPokkan
sebagai berikut:
1. Kekuasaan Kepala Negara

Kekuasaan Presiden sebagai

kepala negara hanyalah kekuasaan

administratif,simbolis dan terbatas

yang merupakan suatu kekuasaan

disamping
utamanyasebagai

kekuasaan
kepala

pemerinatran. Di Indonesia,

kekuasaan Presiden sebagai kepala

negaradiatur dalam ULJD 1945 Pasal

l0 sampai 15. Kekuasaan Presiden

sebagai kepala negara di masa

mendatang selayaknYa diartikan
sebagai kekuasaan yang tidak lepas

dari konfiol lembaga lain.
2. Kekuasaan Kepala Pemerintahan.

Kekuasaan Presiden sebagai

kepala pemerintahan di Indonesia

diatur dalam uUD1945 Pasal 4 aYat

(l). Kekuasaan pemerintahan sama

dengan kekuasaan eksekutif
dalamkonsep pemisahan kekuasaan
yang membatasi kekuasaan
pemerintahan secara sempitpada
pelaksanaan peraturan hukum yang

ditetapkan lembaga legislatif.
Kekuasaaneksekutif diartikan

sebagai kekuasaan Pelaksanaan
pemerintatran sehari-hari

berdasarkanpada konstitusi dan

peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan ini terbatas

padapenetapan dan Pelaksanaan
kebiiakan-kebijalwt politik yang

berada dalam ruang lingloPfungsi
administrasi, keamanan dan

pengaturan yang tidak bertentangan

dengan konstitusidan Peraturan
perundang-undangan. Dalam
pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap

besar dan mendapat pengawasan dari

badan legislatif atau badan lain yang

ditunjuk olehkonstitusi untuk

menjalan*an fungsi Pengawasan.
Dalam trLJD 1945, fungsi
pengawasan pemerintahan sehari-

hari dilaksanakan oleh DPR.
3. Kekuasaantrgislatif

UUD 1945 menetaPkan

fungsi legislatif diialankan oleh

Presiden bersama dengan DPR.

Presiden adalah "Partner" DPR

dalam menjalankan fungsi legislatif.
Dalam kenyataannY4 Presiden

mempunyai kekuasaan Yang lebih

menonjol dari DPR dalam hal

pembentukan undang-undang karena

penetapan akhir dari suatu undang-

undang yang akan diberlakukan ada

di tangan Presiden. Produk undang-

undang yang dikeluarkan orde baru

lebih memihak ke*uasaan dari Pada
kehendak r*yat Indonesia. Oleh

karena itu sistem check and balance

mendesak untuk diteraPkan dengan

mekanisme yang jelas. Bila ada

pertentangan antara Presiden dan

DPR dalam hal Persetujuan suatu

undang-undang maka Presiden harus

menyatakan secara terbuka dan

menggunakna hak vetonYa. Dengan

demikiaru di akhir mas:r

ll4l
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lembaga dapat diminta
pertanggungiawabannya baik di
sidang umum maupun dalam
pemilihan umum.
Kategori Kekuasaan Presiden
Kekuasaan Presiden R[ dinyatakan
secara eksplisit sebanyak 24 bentuk
dalam UUD 1945 dan peraturan
perundang-undangan lndonesia
Berdasarkan mekanisme
pelaksanaannya bentuk kekuasaan
tersebut dikategorikan sebagai
berikut:
l. Kekuasaan Presiden Yang

Mandiri
Kekuasaan yang tidak diatur

mekanisme pelaksanaannya secara
jelas, tertutup atau yang memberikan
kekuasaan yang sangat besar kepada
Presiden. Yang termasuk kekuasaan
ini adalah:
a- Kekuasaan tertinggi atas AD,

AL, AU dan Kepolisian Negara
RI

b. Kekuasaan menyatakan keadaan
bahaya

c. Kekuasaan mengangkat duta dan
konsul

d. Kekuasaan pemerintahan
menurut UUD 1945

e. Kekuasaan mengangkat' dan
memberhentikan menteri-
menteri

f. Kekuasaan mengesahkan atau
tidak mengesahkan Rtru
inisiatif DPR

g. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Jaksa Agung
RI

h. Kekuasaan mengangkat
PanglimaABRI

i. Kekuasaan mengangkat LPND
Mekanisme yang paling baik adalah
mengadakan hearing terlebih dahulu
di DPR.

2. Kekuasaan Presiden Dengan
Persetujuan DPR

Yang termasuk dalam kekuasaan ini
adalah:
a. Kekuasaan menyatakan perang

dan membuat perdamaian
b. Kekuasaan membuat perjanjian

dengan negara lain
c. Kekuasaan membentuk undang-

undang
d. Kekuasaan menetapkn PERPU
e. Kekuasaan menetapkan APBN

Sebelum melaksanakan
kekuasaan tersebu! Presiden
memerlukan persetujuan DPR
terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika
DPR menganggap penting suatu
perjanjian, maka harus mendapat
persetujuan DPR. Jika perjanjian
dianggap kurang penting oleh DPR
dan secara teknis tidak efisien bila
harus mendapat persetujuannya
terlebih dahulu, dapat dilakukan
dengan persetujuan Presiden. Hal ini
dilakukan untuk menghindari
terulangnya peminggiran pemnan
wakil rakyat dalam peranannya
menentukan arah kebijakan politik
negara.

3. Kekuasaan Presiden dengan
konsultasi

Kekuasaan tersebut adalah :
a. Kekuasaan memberi grasi
b. Kekuasaan memberi amnesti dan

abolisi
c. Kekuasaan memberi rehabilitasi
d. Kekuasaan mernberi gelaran
e. Kekuasaan memberi tanda jasa

dan tanda kehormatan lainnya
f. Kekuasaan menetapkan

peraturirn pemerintah
g. Kekuasaan mengangkat dan

memberhentikan hakim-hakim
h. Kekuasaan mengangkat dan

memberhentikan Hakim Agung,

llsl
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ketua Wakil KetuaKetua Muda
dan Hakim AnggotaMA

i. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Ketu4 rWakil

Ketua danAnggotaDPA
j. Kekuasaan mengangkat dan

memberhentikan Ketua, Wakil
Ketua dan anggotaBPK

k. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Wakil jaksa
agung dan jaksa agungMuda

l. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Kepala Daerah
Tingkat I

m. Kekuasaan dan
memberhentikan Panitera dan
Wakil PaniteraMA

n. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Sekjen, hjen,
dan Dirjendepartemen

o. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Sekjen DPA

p. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Sekjen BPK

q. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan anggota-

anggota MPR yangdiangkat
r. Kekuasaan mengangkat dan

memberhentikan anggota-
anggota DPR yangdiangkat

s. Kekrysaan mengangkat dan
memberhentikan Gubemur dan
Direksi Bank Indonesia

t. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Rektor

u. Kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan Deputi{eputi
atau jabatan yang setingkat
dengan deputi LPND Sebagai
contoh, kekuasaan memberi
tanda jasa dan tanda kehormatan
lainnya

Dimasa datzrnrg Presiden harus
mendapat usulan atau pertimbangan
dulu dari Dewan Tanda-tanda
Kehormatarq dan Presiden dengan

sungguh-sungguh memperhatikan
pertimbangan atau usul. Kekuasaan
presiden dalam sistem pemerintahan
negara-negara demokrasi modern
dapat dipeakan secara sederhana,
dan diklasifikasikan sesuai dengan
ketentuan baku mengenai hak dan
wew€nang yang ada pada presiden,
sebagai kepala negiara ataupun kepala
pemerintahan Hal ini disebabkan
karena tidak ada konsep baku yang
mengatur tentang kekuasaan presiden
dalam suatu negaftL Semuanya
tergantung dari konstitusi dan
praktek politik yang terbentuk di
negara tersebut. Khusus untuk kepala
negara dalam perkembangan
praktek-praktek kenegaraan modem,
fungsi-fungsinya tidak lagi hanya
dapat dikatakan sebagai simbolis
belale. Kekuasaan kepala negara
hanya dapat disederhanakan menjadi
kekuasaan tertinggi dalam negar4
tapi dalam pelaksanaannya
kekuasaan tersebut berbeda-beda
baik dari jenisnya maupun tingkat
kekuasaannya.
Besarnya Kekuasaan Lembaga
Eksekutif di Negara Modern

Menurut 
-Tambunanlg, 

secara
teoretis lembaga legislatif merupakan
lembaga yang sangat penting dalam
negara akan tetapi kedudukannya
dalam zaman modern sekarang ini
secara praktis tidak dapat melawan
lembaga eksekutifl Dua hal yang
menjadi penyebabnya Pertama,
kegiatan lembaga eksekurtif tidak lagi
hanya melaksanakan undang-undang
sqia seperti diajarkan oleh
Montequieq tetapi dalam banyak hal
juga mengawali kebijaksanaan

le Dr. A.S.S. Tambunan, SH, Hulum Tata
Negara Perbandingan, Puporis Publishers,
Jal<arta, 2001. Hal. 87
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negara untuk disetujui oleh lembaga
legislatif. Penyebab kedua adalah
begitu besamya volume undang-
undang yang diprodulcsi dalam
negara modern sehingga kandatipun
lembaga legislatif dapat
mengendalikan atau mengontrol
perundangannya tetapi dia tidak
kuasa ataa tidak mampu untuk
mengawasi pelaksanaannya Hal itu
terpaksa diserahkan kepada
kebijaksanaan pihak eksekutif,
Dengan demikian terjadi suatu
paradoks dalam perkembangan
demolaasi modern untuk memenuhi
kebutuhan rakyat yang semakin
membludak semakin banyak pula
jumlah undang-undang yang
diperlukan dan dibuat oleh lembaga
legislatif yang dipilih oleh rakyat,
maka semakin besar dan luas pula
bidang kekuasaan Presiden sebagai
pihak eksekutif yang tidak dapat
dikontrol oleh lembaga legislatif.
Jadi, dalam zamam demokasi
modern sekarang ini lembaga
eksekutif dalam banyak hal
merupakan yang paling penting
dalam negara konstitusi. Di satu
pihak konstitusionalisme dalam
rangka usaha membatasi kekuasaan
pihak eksekutif dan melindungi hak
kebebasan warga telah menentukan
batas-batas lingkungan wewenang
lembaga eksekutif, tetapi di lain
pihak perkembangan demokasi telah
melipatgandakan tugas kewajiban
pihak eksekutif yang untuk dapat
pelaksanaannya mengakibatkan
semakin membengkaknya jumlah
departemen dan jabatan dilingkungan
eksekutif meliputi:
l) kekuasaan memerintah.
2) kekuasaan legislatif yang

pengardaiian kegiatan untuk
menjadikannya undang-undang,

3) kekuasaan diplomatilq
4) kekuasaan militer, dan
5) kekuasaan peradilan yang

menyangkut grasi, abolisi,
amnesti dan rehabilitasi.

Perlu dicatat bahwa eksekutif
digunakan dalam dua arti yaitu
dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Dalam arti yang pertama dengan
eksekutif dimaksud kepala dari
lembaga eksekutif yakni Presiden,
sedangkan dalam arti kedua
dimaksud para menteri yang
bergabung dalam kabinet, civil
service, kepolisian dan angkatan
bersenjata-
B. Kekuasaan dan Hak Prerogatif

Presiden Republik Indonesia
Pasca Amandemen UIJD 1945

Fuad2o, menyatakan bahwa
saat perumusan UIJD 1945 para
pendiri bangsa ini tidak sempat
membayangkan jika kelak ada
seonang presiden Indonesia yang
benar-benar ingin memuaskan hasrat
kekuasaannya, sehingga merugikan
rakyatrya. Dengan demikian, wajar
jika konsepsi kekuasaan yang
diberikan pada presiden dalam UUD,
ketika mereka menetapkan bentuk
republilq diberi kewenangan yang
sangat bemq sebagaimana kekuasaan
yang dipimpin oleh raja dalam
bentuk kerajaan tradisional.
Kesederhanaan konsepsi kekuasaan
yang diatur dalam t UD 1945 ini
tampaknya benar$enar sebagai
lobang besar bagi para presiden yang
menjabat dalam sistem ini.
Setidaknya sudah ada tiga presiden
diturunkan secara paksa karena
keleluasaan kekuasaan sistem ini.

menyangkut perumusan

U4
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Atas dasar pemikiran inilah, sistem

kekuasaan presiden dipangkas habis-

habisan dalam Proses amandemen

UIJD 1945 pada 1999-2002- AMul
Ghoffalt mengemukakan; Pada
alinea keempat Pembukaan I'rI"iD

1945 disebutkan bahwa diantara

tujuan didirikannya negara Indonesia

ialah untuk "melindungi segenaP

warga negara Indonesia dan seluruh

tumpah darah tndonesia dan untuk
memajukan kesejalrteraan umum'
mencerdaskan kehiduPan bangsa"-

Untuk mewujudkan kondisi ini
diperlukan seorang PemimPin Yang
mempunyai kekuasaan dan keinginan

untuk mewujudkan semuanya-

Pertumbuhan ekonomi lndonesia saat

ini baru menembus angka enam

persen. Sebuah angka Yang blum
bisa memenuhi syarat untuk

menyejahterakan rakyatnya secaftl

memta- And<a kemiskinan dan
pengangguran masih tinggi.
Pembangunan antar daerah masih

alasan. Pertama, adanYa Perbedaan
luas wilayah di antara kelima benua

tersebut. Kedua, adanYa Perbedaan
kemalsnuran yang tajam di antara

negara-negara penghuni benua-benua

tersebut Ketiga,Y,aram faktor

kedekatan s@ara geografis dengan

Indonesia- KeemPat, untuk meng-

covermacarn-macam sistem

pemerintatran, bentuk pemerintalmu

dan bentuk negara Yang ada di dunia

sehingga diharapkan memPeroleh

wawasan yang lebih luas.

Setelah mendeteksi kemamPuan

ekonomi delaPan negara Yang

dipilitu Ghoffar membedah daPur

kekuasaan kedelaPan negara itu.

Melalui konstitusi masing-masing

negara, Ghoffar menunjukkan

kepada kita bagaimana sistem

kekuasaan para kePala negara

dntatau kePala Pemerintahan
tersebut. Dan setelah itu, masing-

masing sistem kekuasaan ini
disandingkan dengan sistem

kekuasaan presiden di Indonesia
Perbedaan dan Per$unaan Yang

disandingkan adalah sepuluh pokok

kekuasaan yang dimiliki oleh

Presiden RePublik lndonesia

sebagaimana diatur di dalam UUD
1945, yaitu:
l. kekuasaan

pemerintah,
penyelenggaraan

di bidang peraturan Perundang-
undangan,
bidang yudisial, dalam hubungan

luar negeri,
menyatakan keadaan bahaya
sebagai panglima tertinggi
angkatan bersenjat4
memberi gelar dan tanda

kehorrratan lainny4
membentuk dewan Pertimbanan
presiden,

pertimbangan dan langkah Yang
digunakan oleh presiden nanti tetap

tidak bisa keluar dari batas-baas

kekuasaan yang diberikan oleh

konstitusi. ' Berdasarkan Pada
perwakilan kawasan di lima benua

yang Produk Domestik Bruto-nYa
(PDB) tertinggi, Ghoffar menetapkan

delapan negarq Yakni Amerika
Serikat, Rusiq Jerman, Afrika
Selatan, Kuwait, JePang RRC, dan

Australia. Akan tetapi, jumlah negara

yang dipilih dari lima benua ini tidak
sama. Ketidaksamaan jumlah negara

antar benua ini ada emPat

timpang. Namun aPaPun

'l AMul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan

Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD
1945 dengan Delapan Negara Majtl
Kencana, lakart42ffi9.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. mengangkat dan
memberhentikan menteri-
menteri, dan

9. kekuasaan mengangka!
menetapkan atau meresmikan
pejabat negara tertentu lainnya.

Hasil dari persandingan ini
menunjukkan bahwa kekuasaan yang
dimiliki Presiden Republik Indonesia
merupakan kekuasaan yang masih
sangat besar dibanding atas
kekuasaan kedelapan kepala negara
dan/atau kepala pemerintahan
tersebut. Dan dari pengalaman
beberapa negara tersebut
menunjukkan pula bahwa negara
yang memberikan kekuasaan yang
lebih besar pada pemimpinny4 justru
cenderung tidak mendorong
pertumbuhan ekonominya. Kasus
negara Jerman pada masa Nazi, dan
Cina pada masa jabatan Ketua Partai
Komunis Cina (PKC) masih eksis,
misalny4 kekuasaan pemimpinnya
sangat besar dan pertumbuhan
ekonominya sangat kecil. Sebab,
ketika kepala negara dan/atau kepala
pemerintahan memegang kekuasaan
yang sangat besar, meminjam
pendapat lnrd Actoq para penguasa
tersebut cenderung menyelewengkan
kekuasaan tersebut Qtower tend to
corrupt, but obsolute power corrupt
absolutely). Begitu negara-negara
tersebut mengurangi batas-batas
kekuasaannya dengan cara
meneraptancheks and bolonces
antarlembaga negara secara keta!
justru perekonomiannya maju pesat.
Dari perbandingan antar kekuasaan
presiden di beberapa negara tersebul
dapat diketahui bahwa temyata
sistem kekuasaan negara-negara
maju ini banyak dikontrol oleh
lembaga negara lainny4 seperti senat
atau parlemen. Perbandingan tersebut

juga menemukan satu kekuasaan
Presiden Indonesia yang "tanpa
batas" dalam hal menyatakan negara
dalam keadaan bahaya. Dengan
memegang kekuasaan tersebut,
Presiden Indonesia bisa tidak terikat
dengan konstitusi dan aturan hukum
yang ada. Perbandingan tersebut juga
menemukan safu kekuasaan hesiden
lndonesia yang 'qtanpa batas" dalam
hal menyatakan negara dalam
keadaan bahaya. Pada saat
menggunakan kekuasaan tersebu!
Presiden lndonesia tidak terikat
dengan konstitusi dan aturan hukum
yang ada. Kekuasaan yang dimiliki
oleh Presiden yang tanpa batas dapat
mengakibatkan borosnya anggaran
dan tidak mendorong kemajuan
ekonomi sebagaimana diharapkan
sebagai negara modern. Asumsi
kecilnya kekuasaan Presiden
Indonesia ini dimungkinkan karena
presiden tidak mempergunakan hak-
hak konstitusionalnya s@ara
maksimal. Misalny4 presiden tidak
mempergunakankan 50Yo haknya
dalam pembuatan undang-undang.
Begitu pula dengan kekuasaan
mengangkat Panglima TNI dan
Kapolri yang sekarang direduksi
melalui undang-undang, di mana
memerlukan persetujuan DPR. Selain
itu banyak undang-undang lain yang
mereduksi kekuasaan-kekuasaan
presiden terutama dalam hal
pengangkatan pejabat tinggi negara
yang mayoritas dipilih oleh DPR.
Sementara presiden hanya tukang
stempel dengan mengeluarkan SK
saja. Untuk itq menurut Ghoffar,
dalam waktu dekat tidak perlu
dilakukan penambahan atau
pengurangan lagi kekuasaan
presiden. Yang perlu diiperbaiki
adalah peraturan perundang-
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undangan second liru terutama

undang-undang yary mengatur

mengenai hubungan antar lernbaga

negar& Menambah kekuasaan

presiden melalui amandemen kelima
LrUD 1945 akan mengembalikan
bangsa Indonesia ke rezim otoriter.

BAB.IV. PENUTTIP
.d Kesimpulan
1. Ketuasaan Presiden dalam

praktik negara modem

umumnya terbatas Pada
kewenangan penuh Yang
diberikan oleh konstitusi kePada

lembaga eksekutif dalam ruang
lingkup kekuasaan
pemerintahannya terutama hgi
sistem Yang menganut
pemisahan kekuasaan secara

tegas. Kekuasaan Presiden di
negara modern juga mengenal

Hak Kerultasiaan dari Pihak
Eksekutif tanPa Perlu
persetujuan dari Pihak lain mana
pun. Ketuasaan Presiden

sebagai kepala negara diatur
dalam ULID 1945 Pasal l0
sampai 15. Kekuasaan Presiden

sebagai kepala
diatur dalam uLJDl945 Pasal 4
ayat (l). Kekuasaan ksiden
tersebut dinyatakan s@ara

eksplisit sebanyak 24 bentuk

dalam ULJD 1945 dan Peraturan
perundang-undangan
Indonesia.

2. Kekuasaan dan hak Prerogatif
yang dimiliki Presiden RePublik
Indonesia tidak secara murni
dilaksanakan sebagaimana asas-

asas hak prerogatif Presiden

yang dikenal selama ini akan

tetapi kekuasaan atau hak-hak

tersebut diialankan sebagaimana

ditentukan menurut trUD 1945

PascaAmandemen.

B. Saran
Perlunya asas-asas hak

prerogatif yang dimiliki Presiden

sebagai representasi kekuasaan

Presiden sebagaimana tersirat dalam

uLrD 1945 dirumuskan secara tegas

dalam bentuk peraturan pelalsanaan

dan diketatrui oleh masyarakat. Hal

ini dilakukan dalam rangka
petaksanaan asas keterbukaan dan

kepastian.
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